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IKTISAR CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN 

 

Tahun 2024 merupakan periode akhir tahun perencanaan jangka menengah 2020-

2024. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024 ini 

tidak hanya menyajikan hasil capaian tahun 2024 namun juga membandingkan capaian 

selama periode tahun perencanaan jangka menengah yang telah dicapai oleh Biro 

Perencanaan dalam hal perencanaan penganggaran beserta analisis pencapaiannya. 

Pada tahun 2024 Biro Perencanaan memperoleh mandat dari Sekretaris Utama BNN 

berupa Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara 

Efektif dan Efisien” melalui Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN. Pada 

Tahun 2024, capaian kinerja Nilai NKA yang diperoleh Biro Perencanaan BNN adalah 

sebesar 98,15 dari target yang ditetapkan sebesar 96 (102,24%).  

Meskipun capaian kinerja Biro Perencanaan Settama BNN telah melampaui target 

yang ditetapkan, namun Biro Perencanaan secara konsisten tetap akan meningkatkan 

kinerja dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan P4GN agar optimal dan tepat 

sasaran. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN menjadi 

sasaran utama yang akan diraih melalui berbagai upaya, diantaranya memperbaiki tata 

kelola organisasi dan manajemen kinerja melalui semangat Reformasi Birokrasi, 

peningkatan kompetensi pegawai BNN, peningkatan sarana dan prasarana untuk 

mendukung operasional, mensinergikan keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat 

untuk ambil bagian dalam program P4GN, dan juga  membangun budaya kerja BNN RI 

yang Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, serta Inovatif. 

Biro Perencanaan Settama BNN secara konsisten tetap meningkatkan kinerja ke 

depan dalam memberikan dukungan pelaksanaan P4GN lebih optimal dan tepat sasaran. 

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN menjadi sasaran 

utama yang akan diraih melalui berbagai upaya, diantaranya memperbaiki tata kelola 

organisasi dan manajemen kinerja melalui semangat Reformasi Birokrasi, peningkatan 

kompetensi pegawai BNN, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung 

operasional, mensinergikan keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk ambil 
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bagian dalam program P4GN, dan juga  membangun budaya kerja BNN RI yang Berani, 

Nasionalis, Netral, Responsif, serta Inovatif. 
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BAB I. PENDAHULUAN  
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 A. GAMBARAN UMUM 

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good 

governance). Secara sederhana, akuntabilitas dimaknai sebagai setiap proses dan 

hasil pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Hingga kini, upaya akuntabilitas khususnya akuntabilitas kinerja pada instansi 

pemerintah masih menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas 

tata kelola birokrasi, demikian pula fokus BNN yang terus berupaya memperkuat 

aspek akuntabilitas kinerja melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong 

penerapan akuntabilitas khususnya terkait akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN. 

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Kepala BNN 

Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan BNN sebagai tindak lanjut dari regulasi yang lebih tinggi 

yaitu Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan 

diterbitkannya regulasi-regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman 

dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja. 

BNN melakukan revisi terhadap peraturan terkait Sakip, selain menyesuaikan 

terhadap Peraturan Menpan-RB tentang Sakip juga bertujuan untuk memberikan 

pedoman teknis bagi unit/satuan kerja di lingkungan BNN dalam melaksanakan 

sistem akuntabilitas baik terkait aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja yang disesuaikan dengan sistem pengelolaan 

kinerja dan struktur organisasi BNN. 

Salah satu komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang harus 

dipenuhi adalah pelaporan kinerja. Dimana, setiap kebijakan yang diambil atau 

program/kegiatan yang dikerjakan oleh unit kerja atau lembaga pemerintah harus 

dilaporkan hasil dan capaiannya kepada publik atau kepada pemberi mandat. Laporan 
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atas hasil kerja unit kerja yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran disebut 

dengan Laporan Kinerja.  

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

BNN, Biro Perencanaan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan BNN 

juga berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan selama satu tahun sekaligus 

mempertanggungjawabkan dukungan sumber daya yang tersedia. 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran; 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 
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12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2024; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan 

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

16. Peraturan Badan Narkotika Nasional  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Badan Narkotika Nasional  Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;  

17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024; 

18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan Badan Narkotika Nasional; 

19. Rencana Strategis Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024; 

20. Rencana Kerja Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN Tahun 2024.

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Biro Perencanaan mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi 

BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta 

evaluasi dan penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan 

menyelenggarakan fungsi: 
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1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN; 

2. Sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran; 

3. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN; 

4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. Berdasarkan tugas dan fungsi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 

2022 tersebut, Biro Perencanaan memiliki peranan yang sangat strategis terkait 

penguatan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan BNN, baik pada 

tahapan perumusan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, 

pengukuran kinerja, implementasi, monitoring dan evaluasi kinerja serta 

pelaporan kinerja.  

Beberapa peran strategis Biro Perencanaan BNN berdasarkan tugas dan 

fungsinya dalam mendukung upaya pelaksanaan P4GN dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1. Fasilitator Pengkolaborasian Rencana Program Kerja P4GN lintas K/L 

Sebagaimana tugas dan fungsi Biro Perencanaan BNN diantaranya adalah 

menyusun kebijakan nasional P4GN. Dalam hal ini penyusunan Rencana Aksi 

Nasional (RAN) P4GN yang melibatkan partisipasi seluruh Kementerian/Lembaga 

dengan mengidentifikasi berbagai bentuk program kerja yang dapat 

diintegrasikan atau berkontribusi dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN. 

Dalam hal ini, posisi BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan 

narkoba dengan mendorong keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam 

pelaksanaan P4GN menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Biro 

Perencanaan BNN. Dalam hal ini Biro Perencanaan dapat memetakan dan 

mengidentifikasi berbagai potensi rencana program kerja di berbagai 

Kementerian/Lembaga untuk dikolaborasikan dalam program kolaboratif P4GN. 

Program kolaboratif tersebut telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN 2020-2024.  
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2. Fasilitator Penguatan Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan BNN 

Tugas lain biro perencanaan adalah mengembangkan sistem manajemen kinerja 

supaya dapat berjalan dengan baik di lingkungan BNN. Dalam pengembangan 

sistem manajemen kinerja yang baik, Biro Perencanaan mengawali dengan 

merancang atau menyusun beberapa dokumen perencanaan, baik rencana 

jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana jangka pendek atau tahunan 

(Rencana Kerja) dengan menyajikan berbagai informasi kinerja pada berbagai 

unit kerja baik pusat dan unit vertikal, termasuk penggunaan model cascading 

kinerja. Selain itu, mengidentifikasi klasifikasi prioritas program kerja serta 

mengidentifikasi kebutuhan pendanaannya.  

Dalam rangka penguatan sistem manajemen kinerja, Biro Perencanaan juga 

melakukan pengendalian kinerja untuk memastikan bahwa program kerja BNN 

dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit kerja, dan melakukan penyusunan 

pelaporan kinerja BNN sebagai instrumen pertanggungjawaban publik atas 

kinerja BNN. Peran lain yang cukup strategis adalah melakukan asistensi dan 

pembinaan kepada seluruh unit kerja baik pusat dan daerah terkait pelaksanaan 

manajemen kinerja pada masing-masing unit kerja. Terkait dengan peran 

pendampingan dan pembinaan ini meniscayakan adanya penguasaan atas 

pengetahuan dan wawasan terkait manajemen kinerja BNN pada jajaran Biro 

Perencanaan. Oleh karena itu, BNN juga melakukan pengembangan kapasitas 

aparatur terkait konsep manajemen kinerja di lingkungan BNN. 

3. Fasilitator Manajemen Penganggaran BNN 

Peran lainnya adalah memfasilitasi pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien 

di lingkungan BNN sebagai salah satu sumber daya organisasi. Terkait upaya 

perwujudan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran diperlukan berbagai 

instrumen penganggaran. Selain itu, peranan dalam manajemen penganggaran 

adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi penganggaran yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah atau perkembangan kebijakan penganggaran pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 01 tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, struktur organisasi 

Biro Perencanaan Settama BNN mengalami perubahan. Perubahan struktur 

organisasi ini dalam rangka menyesuaikan kebijakan penyederhanaan birokrasi 

oleh pemerintah. Dimana dalam kebijakan tersebut dilakukan penghapusan 

jabatan eselon III dan IV dan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional.  

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 01 

tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 

5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Biro 

Perencanaan hanya terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, pejabat fungsional dan 

pelaksana. Pejabat fungsional terdiri dari madya, muda dan pertama. Saat ini 

jenis jabatan fungsional yang telah ada di Biro Perencanaan adalah Perencana, 

Analis Anggaran, dan pengelola Keuangan APBN. Gambar struktur organisasi Biro 

Perencanaan Settama BNN sebagai berikut: 

   Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan Settama BNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SISTEMATIKA LAPORAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan 

Fungsi, dan Sistematika. 

KEPALA BIRO  
PERENCANAAN 

 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
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Bab II Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis Settama BNN 

Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Biro Perencanaan BNN Tahun 2024, dan 

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan Tahun 2024. 

Bab III  Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan yang Capaian kinerja Biro 

Perencanaan Tahun 2024, Evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 

Akuntabilitas Keuangan Biro Perencanaan Tahun 2024. 

Bab IV  Penutup. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 
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 A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana strategis sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah 

merupakan dokumen yang sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan suatu 

instansi pemerintah. Selain pada tingkat kelembagaan, dokumen rencana strategis 

juga menjadi dokumen wajib yang harus tersedia pada setiap unit kerja tingkat eselon 

I. Kewajiban ini merupakan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan 

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain juga 

mandat yang diatur juga dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

BNN.  

Terkait dengan ketentuan tersebut, Sekretariat Utama BNN telah merumuskan 

Renstra Sekretariat Utama BNN tahun 2020-2024 sebagai penjabaran Renstra BNN 

yang memuat tentang berbagai rumusan rencana tindakan dan kegiatan jangka 

menengah lima tahunan yang dirumuskan untuk diimplementasikan seluruh jajaran 

dalam rangka pencapaian misi dan tujuan organisasi, serta memaksimalkan 

keunggulan kompetitif (competitive advantages) dan meminimalkan kelemahan 

kompetitif (competitive disadvantages) untuk mengatasi berbagai persoalan yang 

dihadapi organisasi.  

Sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah BNN yang perlu 

ditangani oleh unit kerja kesekretariatan utama diantaranya mengenai pengelolaan 

program reformasi birokrasi, manajemen akuntabilitas kinerja, penataan organisasi 

dan tata laksana, manajemen karier aparatur, peningkatan sarana prasarana 

perkantoran, maupun manajemen opini publik BNN. Sebagai gambaran kinerja unit 

sekretariat utama dan unit kerja eselon II di lingkungan sekretariat utama dapat 

digambarkan dalam tabel berikut:   
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Tabel II.1 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Target Kinerja Settama BNN Tahun 2020-2024 

Program/ 
Kegiatan 

Sasaran 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Target Unit Kerja 
Penanggung 

Jawab 
2020 2021 2022 2023 2024 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya BNN 

Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintah 
yang baik di 
lingkungan 
BNN 

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja BNN 
(AKIP) 

65 70 75 78 80 Sekretariat 
Utama 

Indeks 
Kepuasan 
Penyelenggara
an Organisasi 

80 81 82 83 84 

Opini 
Kepercayaan 
Publik 
terhadap BNN 

65 70 75 80 85 

Penyusuna
n dan 
Pengemba
ngan 
Rencana 
Program 
dan 
Anggaran 
BNN 

Meningkat
nya proses 
manajeme
n kinerja 
secara 
efektif dan 
efisien 

Nilai Kinerja 
Anggaran 
BNN 

80 82 84 86 90 Biro 
Perencanaan 

Pengembang
an 
Organisasi, 
Tatalaksana, 
dan Sumber 
Daya 
Manusia 

Meningkatka
n 
pengelolaan 
SDM, 
organisasi 
dan 
tatalaksana 
yang efektif 

Indeks 
Kepuasan 
Penyelenggara
an Layanan 
Kepegawaian 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Biro 
Kepegawaian 
dan Ortala 

Persentase 
penilaian atas 
efektivitas 
penataan 
tatalaksana 

74% 78% 82% 86% 90% 

Pembinaan 
Administrasi 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 

Meningkatny
a tata kelola 
administrasi 
keuangan 
yang sesuai 
prosedur 

Nilai kualitas 
laporan 
keuangan 
satuan kerja 

100 100 100 100 100 Biro Keuangan 

Indeks 
Kepatuhan 
Pembayaran 
Belanja 
Pegawai 

4 4 4 4 4 

Penyelengga
raan 
Ketatausaha
an Rumah 
Tangga dan 
Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Meningkatny
a pelayanan 
umum 
secara 
maksimal 

Indeks 
Kualitas 
Penyelenggara
an 
Ketatausahaan 

3 3,1 3,2 3,3 3,4 Biro Umum 

Indeks 
Kualitas 
Pengadaan 
dan 
Pengelolaan 
Barang/Jasa 

3 3,1 3,2 3,3 3,4 

Penyelengga
raan 
Kehumasan 

Meningkatny
a fungsi 
layanan 

Indeks 
Layanan 
Kehumasan 

3 3,5 4 4,5 5 Biro Hubungan 
Masyarakat 
dan Protokol 
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Program/ 
Kegiatan 

Sasaran 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Target Unit Kerja 
Penanggung 

Jawab 
2020 2021 2022 2023 2024 

dan 
Keprotokolan 

publikasi 
kelembagaan 
dan 
keprotokoler
an yang 
optimal 

Persentase 
Tingkat 
Kepuasan 
Pelayanan 
Keprotokolera
n 

80% 85% 87% 90% 92% 

 

Terkait dengan sejumlah tugas yang diemban Sekretariat Utama BNN, Biro 

Perencanaan sebagai salah satu unit kerja pendukung dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat Utama dimandatkan untuk melakukan peningkatan proses 

manajemen kinerja secara efektif dan efisien di lingkungan BNN, mandat ini secara 

tegas tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024 sebagaimana 

dalam tabel di atas.   

Terkait dengan tugas-tugas tersebut, Biro Perencanaan diharapkan mampu 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan 

meningkatkan manajemen kinerja pada seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BNN 

yang dihadapkan pada berbagai kendala, hambatan, dan dinamika organisasi BNN.  

Adapun ukuran atau indikator kinerja terkait aspek akuntabilitas kinerja 

menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang penilaiannya dilakukan 

menggunakan sistem teknologi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. 

Penggunaan indikator ini, selain sebagai indikator yang berlaku umum di seluruh 

kementerian/lembaga, komponen-komponen penilaian NKA juga mencerminkan 

aspek-aspek akuntabilitas kinerja dan anggaran. Dimana sumber daya anggaran 

harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja baik berupa output dan 

outcome.    

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan 

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 

dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran 

dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja 

Kementerian/Lembaga dengan rangkaian aktivitas penilaian kinerja pelaksanaan 
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anggaran dan reviu atau telaah untuk masukan kebijakan pelaksanaan anggaran. 

Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran perencanaan anggaran 

untuk Kementerian/Lembaga dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran 

menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana Nilai Kinerja 

BNN digunakan sebagai indikator kinerja Biro Perencanaan Sekretariat Utama.  

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga merupakan hasil 

penjumlahan dari: 

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;  

2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.  

Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai: 

1. salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas 

pembangunan tahunan yang direncanakan; 

2. dasar penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar; 

3. dasar penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/atau 

penyesuaian anggaran tahun berjalan. 

Nilai Kinerja Anggaran dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat 

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja 

(Satker). Penilaian Nilai Kinerja Anggaran hasil perhitungannya tercantum pada 

dashboard masing-masing unit organisasi dalam aplikasi SMART Kementerian 

Keuangan dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Nilai kinerja atas perencanaan anggaran: 

a. Efektivitas dengan variabel Capaian RO bobot 75%;  

b. Efisiensi dengan variabel penggunaan SBK 10% dan efisiensi SBK 15%. 

2. Nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran dengan variabel: Revisi DIPA (10%), 

Deviasi Halaman III DIPA (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja 

Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), pengelolaan Uang 

Persedian/Tambahan Uang Persediaan (10%), dan dispensasi Surat Perintah 

Membayar (SPM), dan Capaian Output (25%). 
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 B. RENCANA KERJA  

Arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan merupakan pelaksanaan dari arah 

kebijakan dan strategi Settama BNN Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana 

Strategis Settama BNN 2020−2024 dan dirumuskan sebagai pendekatan dalam 

menyelesaikan isu/permasalahan tahun 2024. Adapun arah kebijakan Settama yang 

harus dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Settama BNN adalah Arah Kebijakan 

terkait “Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja BNN”. Arah kebijakan tersebut 

ditetapkan untuk mengatasi isu/permasalahan di bidang akuntabilitas dan 

pengelolaan anggaran. Strategi yang dipilih dalam mewujudkan arah kebijakan 

tersebut ditempuh dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

1. peningkatan kapabilitas dan kapasitas manajemen kinerja di semua unit 

organisasi BNN; 

2. penjenjangan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan; 

3. penyusunan dokumen sistem akuntabilitas, mencakup perencanaan, 

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja; 

4. penyelarasan data dan informasi kinerja pada dokumen perencanaan;  

5. penguatan akuntabilitas di Biro Perencanaan; 

6. membangun budaya kerja di Biro Perencanaan. 

Selain penguatan sistem akuntabilitas kinerja BNN, Biro Perencaan juga memiliki 

tanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan terkait “Peningkatan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), dimana pada tahun 2024 Biro Perencanaan 

masih ditetapkan sebagai sekretariat dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi BNN. 

Biro Perencanaan Settama BNN menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai 

kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dengan tetap mempedomani Renja 

BNN Tahun 2024. Adapun gambaran rencana program kerja Biro Perencanaan 

Settama BNN dalam satu tahun mendatang dengan sasaran, target kinerja, dan 

kebutuhan pendanaan Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024 sebagai berikut: 
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Tabel II.2 Sasaran, Target Kinerja, dan Kebutuhan Pendanaan 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
KINERJA 

KEBUTUHAN 
PENDANAAN 

(RIBU) 

Penyusunan dan 
Pengembangan 
Rencana Program 
dan Anggaran BNN 

Meningkatnya 
proses 
manajemen 
kinerja secara 
efektif dan efisien 

Nilai Kinerja Anggaran BNN 93 12.213.314.000 

Penetapan target kinerja sebesar 93 didasarkan atas capaian tahun 2022 karena 

penyusunan target tersebut dilakukan pada tahun perencanaan dimana realisasi 

tahun 2024 belum diperoleh. Jadi target kinerja masih bersifat estimasi dan akan 

dikoreksi pada saat penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Berdasarkan Renstra Sekretariat Utama BNN 2020-2024, mandat rencana target 

kinerja yang diamanahkan kepada Kepala Biro Perencanaan terkait peningkatan nilai 

kinerja anggaran (NKA) BNN adalah nilai 80 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 

nilai 90 pada tahun 2024. Perumusan target ini menunjukkan adanya upaya laju 

peningkatan nilai sebesar 2 poin pada setiap tahun, kecuali untuk tahun 2024 ada 

kenaikan 4 poin. 

Namun perencanaan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Settama 

tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi aktualnya. Dimana capaian 

NKA tahun 2020 sebesar 92,10. Pengukuran NKA oleh kementerian keuangan terus 

berkembang menyesuaikan beberapa kebutuhan dan pertimbangan sejumlah 

variabel serta perubahan formula perhitungan NKA. Terakhir, Kementerian Keuangan 

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan. Gambaran tren pencapaian kinerja NKA BNN dalam beberapa tahun 

terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel II.3 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN 

Tahun Target Realisasi % 

2020 90 92,10 102,3% 

2021 92 93,69 101,8% 

2022 93 94,62 101,7% 

2023 94 95,70 101,81% 

 

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, target NKA yang ditetapkan Biro 

Perencanaan sebesar 92 dan realisasi NKA BNN sebesar 93,69 (berkategori sangat 

baik dengan nilai >90) atau capaian realisasi mencapai 101,84% dari target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2022 juga diperoleh perbandingan antara realisasi dan target 

mencapai 101,7%, sedangkan pada tahun 2023 target NKA yang ditetapkan sebesar 

94 dan realisasi NKA BNN sebesar 95,70 (berkategori sangat baik) atau capaian 

realisasi mencapai 101,81% dari target yang ditetapkan. Artinya, selama ini target 

kinerja (angka NKA) yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan telah cukup baik atau 

realistis sesuai dengan tren capaian kinerja dan kapabilitas organisasi. Oleh karena 

itu, Kepala Biro Perencanaan pada tahun 2024 menyusun kontrak kinerja 

sebagaimana dalam perjanjian kinerja yang telah disepakati atau disetujui Sekretaris 

Utama BNN sebagai berikut:  

Tabel II.4 Target Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 

2024 

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara 
efektif dan efisien 

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 
BNN 

96 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA  
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 A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN 

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat lembaga merupakan nilai kumulatif dari 

capaian Nilai Kinerja Anggaran seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BNN dari unit 

kerja tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kota. Sehingga upaya 

pengoordinasian dan pengendalian sangat penting agar NKA dapat tercapai sesuai 

yang diharapkan. Apabila pembinaan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik 

atau terabaikan, maka potensi kesalahan input atau keterlambatan input data kinerja 

dan anggaran pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi Monev SMART 

Kementerian Keuangan sangat mempengaruhi penilaian NKA. Pada tahun 2024, 

terjadi perubahan metodologi perhitungan NKA sebagaimana diatur dalam PMK 

Nomor 62 Tahun 2023, dengan skema sebagai berikut: 

Gambar III.1 Skema Perhitungan NKA K/L 2024 

Dengan adanya perubahan metode tersebut, Biro Perencanaan tetap berupaya 

memastikan seluruh unit/satuan kerja dapat mengelola dan memasukkan data 

kinerja dan anggaran pada aplikasi SMART tersebut dengan cermat dan tepat, selain 

itu pemahaman yang baik terkait manajemen kinerja juga sangat penting dimiliki 

para jajaran di kewilayahan khususnya di kalangan pelaksana fungsi perencanaan 

dan penganggaran pada setiap satuan kerja ataupun termasuk kalangan pengelola 

aplikasi SMART. Meskipun terdapat perubahan metode penilaian namun Biro 
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Perencanaan tetap berupaya untuk mengadaptasi dan meningkatkan kinerjanya, hal 

tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai NKA pada tahun 2024 sebesar 98,15 

(berkategori Sangat Baik) atau dengan capaian sebesar 102,24% dari target yang 

ditetapkan yakni 96 Sebagaimana tabel berikut: 

Tabel III.1 Capaian Kinerja Anggaran Biro Perencanaan BNN 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 2024 Realisasi 2024 % 

Meningkatnya proses 
manajemen kinerja secara 

efektif dan efisien 

Nilai Kinerja Anggaran 
(NKA) BNN 

96 98,15 102,24% 

 

Realisasi NKA tahun 2024 sebesar 98,15 apabila dibandingkan dengan target 

tahun 2024 pada dokumen Renstra sebesar 90, maka kinerja sudah melebihi target 

yang ditetapkan pada akhir periode Renstra sedangkan apabila dibandingkan dengan 

capaian pada tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra juga mengalami tren 

kenaikan sebagaimana gambar berikut: 

Gambar III.2 Grafik Perbandingan Capaian NKA BNN 2020 – 2024 

Capaian NKA Tahun 2024 yang telah dicapai oleh BNN sebesar 98,15 bila 

dibandingkan dengan nilai rata-rata NKA nasional tingkat kementerian/lembaga 

tahun 2024 sebesar 88 juga telah melebihi meskipun nilai rata-rata nasional tersebut 

belum final dan baru akan dipublikasikan pada akhir Februari 2025. Keberhasilan 

tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan 
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Settama BNN dalam melakukan pembinaan, asistensi, dan koordinasi baik dengan 

jajaran internal BNN maupun pihak eksternal (Kementerian Keuangan). Selain itu 

juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan pemahaman para jajaran pengelola 

kinerja di unit kerja terkait rumusan informasi kinerja sesuai dengan pembaharuan 

konsep kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang perlu 

diadaptasi secara seksama dalam konteks bentuk lembaga BNN yang bersifat vertikal. 

Selain itu, unit kerja juga berupaya meningkatkan pemahaman terkait nilai kinerja 

atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran dalam 

meningkatkan NKA sebagai hasil evaluasi kinerja anggaran (Sebagaimana PMK 

Nomor 62 Tahun 2023).  

Keberhasilan BNN dalam meningkatkan NKA juga tidak terlepas dari upaya yang 

dilakukan oleh Biro Perencanaan dalam memfasilitasi seluruh satuan unit kerja untuk 

menginternalisasi hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian 

Keuangan dalam meningkatkan awareness dan compliance dari masing-masing unit 

kerja terkait pengisian capaian kinerja melalui Aplikasi SAKTI dan Aplikasi SMART. 

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Biro Perencanaan yaitu melakukan evaluasi 

secara periodik terkait perkembangan realisasi kinerja dan anggaran.  

Meskipun upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan nilai NKA dan 

capaian selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat 

beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Seluruh perhitungan variabel dan bobot yang menghasilkan NKA dihitung secara 

sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan sehingga unit kerja tidak dapat 

mengetahui faktor dan variabel mana yang masih butuh perbaikan karena 

seluruh perhitungan diambil secara integrasi dari Aplikasi SAKTI ke SMART 

Kementerian Keuangan.  

2. Walaupun terdapat formulasi perhitungan dalam aplikasi namun Biro 

Perencanaan tidak memiliki akses khusus untuk mengetahui data secara rinci 

pembentuk nilai NKA sehingga Biro Perencanaan terkendala dalam melakukan 

pembinaan terhadap unit kerja. Untuk mengetahui efisiensi dalam hal 

penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang dihasilkan salah satunya 
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dengan membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan penggunaan 

anggaran, menggunakan formulasi sebagai berikut: 

Persamaan III.1 Metode Perhitungan Efisiensi 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 1 − (

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎⁄

𝑝𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎⁄

) × 100 

Apabila dilakukan analisis menggunakan metode perhitungan, efisiensi 

penggunaan sumber daya Biro Perencanaan menggunakan data berikut: 

a. pagu = Rp7,051,340,000 

b. realisasi = Rp6,630,625,501 

c. target kinerja NKA = 96 

d. realisasi kinerja NKA = 98,15 

e. n = jumlah indikator 

maka dihasilkan nilai efisiensi sebesar 8,03 artinya tingkat efisiensi positif dan cukup 

tinggi untuk pencapaian kinerja indikator NKA dengan menggunakan anggaran yang 

ada. 

Adapun efisiensi sumber daya dalam bentuk yang lain diantaranya digitalisasi 

konsep kegiatan perencanaan kinerja dan anggaran melalui Aplikasi KRISNA dan e-

Kinerja BNN, penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran melalui Aplikasi e-Monev 

Bappenas dan Aplikasi SAKTI, pelaksanaan anggaran melalui Aplikasi SAKTI serta 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan metode hybrid melalui 

rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pimpinan pusat sampai kewilayahan. 

 

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Berdasarkan Rencana Kerja BNN tahun 2024, Biro Perencanaan mendapat alokasi 

anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika 

Nasional Tahun 2024 Satker Sekretariat Utama BNN Nomor: SP DIPA- 

066.01.1.681595/2024 tanggal 24 November 2024 sebesar Rp8,359,793,000,- 

Anggaran tersebut untuk membiayai seluruh kegiatan yang terbagi dalam dua output 
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yaitu Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan 

Evaluasi.  

Besaran anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan adanya 

blokir Automatic Adjustment, relaksasi Automatic Adjustment, dan pergeseran antar 

kegiatan dilingkungan Settama maka pagu akhir Biro Perencanaan menjadi 

Rp7,869,484,000,-  

Meskipun terdapat beberapa kali pergeseran anggaran akibat kebijakan 

pemerintah, namun Biro Perencanaan tetap berhasil dalam mencapai target kerja 

output yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan sebesar 100%, baik output 

Layanan Perencanaan dan Penganggaran maupun Layanan Pemantauan dan 

Evaluasi, dengan realisasi sebesar Rp6,630,625,501,- (84,26%) dengan sisa 

anggaran sebesar Rp1,238,858,499,- yang mana sisa anggaran tersebut terdapat 

anggaran sebesar Rp818,144,000,- yang diblokir 50% dari sisa anggaran perjalanan 

dinas TA 2024 sebagaimana kebijakan pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan 

Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024.  

Dengan adanya kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah melalui penghematan 

anggaran dan keberhasilan dalam mencapai target output berarti Biro Perencanaan 

telah melakukan efisiensi sumberdaya. Berikut realisasi anggaran Biro Perencanaan 

Settama BNN pada masing-masing output/rincian output (RO) setelah dikurangi pagu 

penghematan 50% sisa perjalanan dinas TA 2024: 

Tabel III.2 Total Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan BNN 

Kode Uraian Pagu Realisasi % 

3238.EBD Biro Perencanaan  7,051,340,000 6,630,625,501 94.03% 

3238.EBD.952 

Layanan 

Perencanaan dan 

Penganggaran 

4,751,139,000 4,506,594,279 94.85% 

3238.EBD.953 
Layanan Monitoring 

dan Evaluasi 
2,300,201,000 2,124,031,222 92.34% 
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BAB IV. PENUTUP   
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A. KESIMPULAN 

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan terus melakukan berbagai upaya dalam 

rangka meningkatkan manajemen kinerja dan penganggaran di lingkungan BNN baik 

melalui upaya pembinaan, asistensi, dan koordinasi yang berkorelasi positif terkait 

peningkatan nilai kinerja anggaran BNN. Berbagai upaya tersebut untuk menghadapi 

dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran baik yang berasal dari kebijakan 

internal BNN maupun kebijakan pemerintah yang perlu diadaptasi oleh BNN.    

Realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan Settama BNN tahun 2024 

sebesar 94,03%, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran dan kegiatan 

Biro Perencanaan sudah sangat baik dan telah dilakukan secara maksimal. Meskipun 

demikian, nilai kinerja anggaran BNN masih diperlukan perbaikan-perbaikan di 

beberapa aspek antara lain aspek pencapaian efisiensi pengelolaan anggaran, 

memformulasi nilai atau harga output kegiatan, dan pemahaman atau pengelolaan 

informasi kinerja secara menyeluruh pada setiap pegawai. 

 

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Perencanaan Settama BNN sesuai hasil 

evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024 serta masukan dari berbagai 

pihak, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu:  

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur yang menangani bidang 

perencanaan maupun penganggaran baik pada unit kerja tingkat pusat dan unit 

kerja vertikal terkait substansi konsep manajemen kinerja dan manajemen 

penganggaran secara komprehensif, sehingga mereka mampu melaksanakan 

tugas dengan lebih baik dalam hal merumuskan perencanaan program kerja yang 

efektif dan efisien dengan standar ukuran yang rasional dan obyektif serta 

mampu menjadi agen perubahan pada aspek perencanaan program kerja dan 

penganggaran. 

2. Intensifikasi pembinaan dan pendampingan/asistensi secara terpadu, sistematis 

dan terstruktur dan tepat sasaran, hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki 

nilai NKA pada unit kerja yang masih berada di bawah rata-rata sekaligus untuk  
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LAMPIRAN I 
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LAMPIRAN II 
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Tangkapan Layar Nilai Kinerja Anggaran BNN Tahun 2024 dari Aplikasi 
SMART Kementerian Keuangan 
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LAMPIRAN III   
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Monitoring Capaian Sasaran Strategis BNN TA 2024 
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Monitoring Capaian Sasaran Program BNN TA 2024 

 


